
BUPATI LだHGXAT

PROmSI SuMttTERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEW LANGKAT

NOMORあ
‐
TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M腱 HA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa unturk melaksar:akan ketentuan Pasal 50
ayat (2\ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2OL4 tentang Desa perlu regulasi mengenai
Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Daera-i: tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukal Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungarr Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangart
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OLI
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523$;
Undang-Undang Nonror 6 Tahun 2AU tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pernerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, tambahan
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor s5g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undar:g-Undang Nomor 23 Tahun2ol4-!:lt^rrg Pemerintahan Daerah (tembaran Negara
Republik Ind.nesia Tahun 2015 Nomor sg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

2.

3.

4.



Peratrrran Pemerintatr Nomor 5 Tahtin L982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bmjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 7982 Nornor 9);
Peraturan Pemerintah Nornor 10 Tahun 1986 tentang
Perubatran Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Derah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33221;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Talrun 2O!4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 723, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539);
Peraturan Daerah l(abupaten Langkat Nomor 4 'Iahun
2OO9 tentang Urusan Pemerintahan ymtg Menjadi
Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuanr, Bersama

DEUIAN PERWN{ILAN RAI(YA'T DAERAII I{ABUPATEN LIINGKAT

5.

6.

7.

Menetapkan

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAEtt TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTTTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud d.engan:1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2' Pemerintahan Daeratr adalah- Penyelenggaraan urLrsarl pemerintahan

oleh pernerintah daerah dan dewan p"r.ilt it^r, ralqyat a"irar, menunt
asas otonomi dT t rsls pembantuan dengan prinsip otonomi seluas_Iuasnya dalam..sist-em lan prinsip Negara iesafuan liepublik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam unaang-undang Dasar iv.g* RepublikIndonesia Tatrun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adatah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang nremimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Langkzrt.
Dewan Perrvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga penvakilan ra)<yat daerah ytrLg berkedudulcan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Desa adalatr desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa adatatr kesatuan masyaral<at hulmm yang rnemiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus uralsalr
pemerintahan, kepentingan masyaral<at setempat bedasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usui, dan/atau. hak tradisional yang diakui dart
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggua Pemerintahan
Desa.
Badan Permusyawaratan I)esa yang seianjutnya disingkat BPD atau
yang disebut dengan narna lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahem yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.
Kepala Desa adaJeh pejabat pemerintah desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rrmah ta.ngga
desanya dan melaksanahan tugas dari Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

BAts II
PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa terdiri :

a. sekretariat desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.

Pasal 3

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Dalarn mdaksanal<3n tugas dan wewena-n gnya, perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangguirgi.*"i tcepaaa Kepala
Desa.

(4) Ketentuan tebih lanjut rnengenai Pengangkatan perangkat Desa diaturdalam Peraturan Bupati.

４

５

6.

8.

9.
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Pasa1 4

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 diangkat dari warga
Desa yang memenuhi persyaratan:

ao berpendidikan pahng rendah sckolah mcncngah umum atau yang
scdcξへ at;

b. berusia 20(dua puuh)tahun sampai dengan 42(empat puluh dual
tahun;dan

co terdaftar sebagai penduduk Dcsa dan bertempat tinggal di Desa paling
kurang l(satu)tahun sebelunl Pcndttan.

Pasal 5

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan
berikut:

dengan mekanisme sebagai

a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi
calon Perangkat Desa;

b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan mengenai pengangkatan
Pcrangkat Desa;

c. camat memberikan rekomendasi terfulis yang memuat mengenai calon
Perangkat Desa ya.ng telah dikonsuJtasikan dengan kepala Desa; dan

d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam
pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Langkat yang akan diangkat
menjadi perangkat Desa han:s mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian.

(2) Dalam hat pegawai negeri .sipil Pemerintah Kabupaten Langkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi
perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak
sebagai pegawai negeri sipil.

BAB III

LARANGAN

Pasa1 7

PCrangkat Desa dilarang:

a.merugikan kcpendngan umum;

i職鮮 滅 麟  1こ富ず
ね
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d。 melatnrkan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertenhr;
melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, kompsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memPengaruhi keputusan
atau tindakan y*tg aka:a dilakukannya;
menjadi penguruS partai politik;
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Ralryat Republik
Indonesia, Dewan Penvakilan Daeratr Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peratrrran perundangan-undangan ;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ata,u
pemilihan kepala daerah;
melartggar sumpah /janji jabatan ; darr
meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-tunrt
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaima:ea dimaksud
dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif ben:pa teguran lisan
dan/ atau teguran tertuiis.

(2) Dalam ha-l sanksi administratif ss[agaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB ry
PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b, permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(21 Perangkat Desa ya.ng diberhentikan sebagaimana dimaksud pad.a ayat
(1) huruf c karena:
a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. Berhalangan tetap;
q. lid^k lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Dcsa; ataud. Melanggar iarangan sebagai peraigkat Desa.

ｅ

ｉ

ｇ
。
ｈ
．
ｉ
．

ｋ

」

59



Pasal trO

(1) Perrrberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan rnekanisme
sebagai berikut:
a. kepaJa Desa melakukan konsultasi dengan carnat mengenai

pemberhentian Perangkat Desa.;

b. camat memberikan rekomendasi terfulis yang memuat mengenai
pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan
Kepala Desa; dan

c. rekomendasi terrr:lis carnat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam
pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

(21 Ketentuan lebih l"njut r:rengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB V

I(ETENTU^{I{ PERALIIIA}I

Pasal 11

(i) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai I.tegeri Sipil tetap
rnelaksanakan tugas sampai trabis masa tug;asnya.

(21 Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil
rnelaksanakan tLrgasnya sampa-i dJtetapkan penempatannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaln-r.

BAB VI

I{ETENTUAN PENUTUP

, Pasal t2

Pada saat Peratu:-an Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah I(abupaten
Langkat Nomor 19 Tahun 2AO7 tentang Perangkat Desa (lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2OO7 Nornor 8) dicabut dan dinyatakan tidak
berlalcu.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal.
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PENJELASAN
PERATURAN DAE― ― UPATEN LANGKAT

NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT DESA

=.Ш
Peran〔秦at Desa sebaga■ salah satu unsLlr pcbよ u desa,memiliki peran

penting tersendiri dalam mevttjudkan kemaJuan bangsa melalui desa。
Pera囁糞at Desa adalah baglan dari unsur Pemenrltah Del開 L yang

terdiri dari Sckretts Desa(SCkdes)dan PCrangkat Desa lainnya yang
merupakan Aparatur Pe=Lcnntah Dosa di bawah naungan Kepala De鎮
(Kadesl・ Adtt Peranttt Desa l… a yang dinaksud biasanya j― lah
dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budtta
msyarakat setcmpat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan
{Kaur1/Kepala Scksi(Kastt dan unsur kewnl`v山 銀 /Kepala Dusun(Kadus)
yang ada di setiap Pemenntahan Desa.Hギ inijuga diatur dalam Smktur
OFganiSasi Tata Ketta Kepemenntahan{SOTKl.

L PASAL DEDEI PASAL
Pa80■ 1

Cttpjelas.

Pasa1 2
cumpjelas.

Lsa1 3
村 at(1)
cumpjelas.
村 at(2)
cumpjchs.

～

at(3)

cumpjelas,
Ayat 4
Cukupjelas.

Pasa1 4
cmpjelas。

Pasa1 5
Cukup Jelas.

Pasa1 6

村 at(1)
Cukupjelas.
Ayat{2)
Cukupjelas.
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Pasa1 7
cukup jelas.

Pasa1 8
Ayat(1)
Cukup jelas。
Ayat(2)
Cukup jelas.

Pasa1 9
Ayat(1)
Cukupjelas.
Ayat(2)
Cukupjelas.

Pasal 10
Ayat(1)
Cukupjelas.
Ayat(2)
Cukupjelas.

Pasa1 11
Ayat(1)
Cukupjclas.
Ayat(2)
Cukup jelas.

Pasa1 12
Cukup jelas.

Pasa1 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 20
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